ABSTRAK

Royani : Kritik Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kebijakan Fiskal dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Implikasinya pada Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia.

Penelitian ini membahas secara mendalam ketidaksesuaian antara visi ideal
kebijakan fiskal nasional—yakni pemerataan kemakmuran dan pengurangan
kemiskinan—dengan implementasinya di masyarakat. Temuan utama menunjukkan
bahwa distribusi ekonomi di Indonesia masih sangat timpang, efektivitas
perlindungan sosial bagi kelompok rentan belum maksimal, serta integrasi instrumen
keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf ke dalam kerangka fiskal nasional
masih jauh dari harapan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap kebijakan
fiskal nasional tahun 2024 dalam bingkai hukum ekonomi syariah, menilai
konsistensi kebijakan tersebut dengan aspek keadilan dan kemaslahatan berdasarkan
maqashid syariah, menelusuri dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat—
khususnya kelompok yang rentan—dan merumuskan rekomendasi reformasi agar
kebijakan fiskal lebih berkeadilan, inklusif, dan sejalan dengan prinsip syariah.
Penelitian ini menerapkan integrasi tiga kerangka teori: maqashid syariah sebagai
pijakan normatif, teori kebijakan fiskal Islam sebagai kerangka praktis, dan Critical
Legal Studies (CLS) sebagai alat untuk membedah bias serta hambatan dalam
implementasi kebijakan fiskal.

Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif melalui studi pustaka, analisis
dokumen resmi, serta penelaahan kritis terhadap data empiris dan realisasi APBN
2024. Analisis dilakukan secara sistematis dan argumentatif berdasarkan tiga hirarki
teori tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas kesejahteraan masih
stagnan, terlihat dari Indeks Gini di kisaran 0,379. Perlindungan sosial belum
sepenuhnya inklusif, sementara integrasi zakat dan wakaf dalam kebijakan fiskal
masih parsial serta dibayang-bayangi masalah transparansi, akuntabilitas, dan
koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Program perlindungan kelompok
rentan—seperti pekerja informal, masyarakat miskin ekstrem, dan penyandang
disabilitas—juga belum tepat sasaran dan pemanfaatan dana sosial Islam untuk
menanggulangi kemiskinan masih terbatas.

Penelitian ini mengajukan inovasi berupa model integrasi zakat dan wakaf
secara terkoordinasi ke dalam sistem fiskal nasional dengan memanfaatkan platform
digital, pengembangan indikator evaluasi fiskal berbasiskan maqashid syariah dan
CLS, serta pemanfaatan sistem digital transparansi pengelolaan dana sosial Islam.
Kesimpulan utama menyoroti urgensi reformasi tata kelola fiskal nasional yang
menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi instrumen syariah,
sekaligus meningkatkan perlindungan kelompok rentan. Reformasi ini diharapkan
akan menjadikan kebijakan fiskal sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan
sosial dan kesejahteraan masyarakat secara kolektif di Indonesia.

Kata kunci: kebijakan fiskal, hukum ekonomi syariah, APBN, maqashid syariah,
zakat, wakaf, keadilan sosial, kelompok rentan
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ABSTRACT

Royani: Critical Analysis of Islamic Economic Law on Fiscal Policy in Law
Number 19 of 2023 concerning the State Budget for the 2024 Fiscal Year and Its
Implications for Improving Community Welfare in Indonesia

This study delves into the significant gap between the ideal objectives of
national fiscal policy—namely, equitable distribution of prosperity and poverty
reduction—and its actual implementation at the community level. The principal
findings indicate that economic distribution in Indonesia remains highly unequal,
the effectiveness of social protection for vulnerable groups is still limited, and the
integration of Islamic social finance instruments such as zakat and wagqf into the
national fiscal framework falls short of expectations.

The objective of this research is to provide a critical analysis of
Indonesia’s 2024 national fiscal policy from the perspective of Islamic economic
law, to assess the alignment of this policy with the principles of justice and public
interest as outlined in maqashid shariah, to examine its impact on public
welfare—especially for vulnerable groups—and to formulate recommendations
for a more just, inclusive, and sharia-compliant fiscal reform. The research
approach integrates three theoretical frameworks: maqashid shariah as a
normative foundation, Islamic fiscal policy theory as a practical framework, and
Critical Legal Studies (CLS) for structural and critical analysis regarding biases
and obstacles in fiscal policy implementation.

This study employs a qualitative methodology comprising literature
review, analysis of official documents, and critical review of empirical data
related to the 2024 State Budget. Analyses were conducted systematically and
argumentatively, grounded in the three aforementioned theoretical hierarchies.
The results reveal that welfare disparities remain stagnant, as reflected in the Gini
Index of around 0.379. Social protection remains insufficiently inclusive, while
the integration of zakat and waqf into fiscal policy is still partial, shadowed by
issues of transparency, accountability, and suboptimal institutional coordination.
Programs intended to protect vulnerable groups—such as informal workers, the
extreme poor, and persons with disabilities—are yet to reach their intended
targets, and the utilization of Islamic social finance to alleviate poverty remains
limited.

This research proposes innovations such as a coordinated model of zakat
and wagqf integration into the national fiscal system leveraging digital platforms,
the development of fiscal evaluation indicators based on maqashid shariah and
CLS, and the application of digital transparency systems for managing Islamic
social funds. The principal conclusion highlights the urgency of fiscal policy
reform focusing on transparency, accountability, optimization of sharia-based
instruments, and enhanced protection for vulnerable populations. These reforms
are expected to position fiscal policy as a foundational pillar for realizing social
justice and collective welfare in Indonesia.

Keywords: fiscal policy, Islamic economic law, state budget, maqashid shariah,
zakat, wagqf, social justice, vulnerable groups
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